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KEMENKES. Pelayanan Kesehatan. Di Fasilitas
Kawasan Terpencil. Sangat Terpencil.
Penyelenggaraan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 90 TAHUN 2015
TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN KAWASAN TERPENCIL DAN SANGAT

Menimbang

Mengingat

TERPENCIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan
kesehatan serta berhak memperoleh perlindungan dalam
memenuhi kebutuhan dasar kesehatan;

bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Kawasan terpencil dan sangat
terpencil dilakukan dalam rangka meningkatkan
aksesibilitas, kualitas pelayanan kesehatan serta
memberikan kepastian hukum;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
peraturan menteri tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan

Terpencil dan Sangat Tepencil;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Indonesia Nomor 4431);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5607);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang
Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5612);

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
725/Menkes/SK/V /2003 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelatihan di Bidang Kesehatan;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1438 /Menkes/Per/1X/2010 tentang Standar Pelayanan
Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 464);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012
tentang  Sistem  Rujukan  Pelayanan  Kesehatan

Perorangan; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun



Menetapkan

10.

11.

12.

13.
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2012 Nomor 122);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 70 tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Manajemen Terpadu Balita
Sakit Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik
Indonesia tahun 2013 Nomor 1437);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2014
tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
906);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara
Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1676);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 tahun 2014
tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa
Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah melahirkan,
Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan
Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia

tahun 2015 Nomor 135);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DI FASILITAS
PELAYANAN KESEHATAN KAWASAN TERPENCIL DAN
SANGAT TERPENCIL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang
digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan
kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun
rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah
Daerah dan/atau masyarakat.

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan
diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan
dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang
kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan

kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
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Kawasan adalah bagian wilayah dalam daerah provinsi
dan/atau daerah kabupaten/kota, dalam hierarki
pembagian wilayah administrasi Indonesia di bawah
kabupaten /kota.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil presiden dan
menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

Pengaturan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Fasilitas

Pelayanan Kesehatan Kawasan terpencil dan sangat terpencil

bertujuan untuk:

a.

(1)

(2)

meningkatkan aksesiblitas pelayanan kesehatan di
Kawasan terpencil dan sangat terpencil,;

meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Kawasan terpencil dan sangat
terpencil;

meningkatkan pemberdayaan masyarakat; dan
memberikan kepastian hukum bagi Tenaga Kesehatan

dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 3
Pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Kawasan terpencil dan sangat terpencil dilakukan
melalui berbagai pendekatan pelayanan kesehatan
dengan memperhatikan karakteristik masing-masing
daerah dan kebutuhan masyarakat setempat.
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan terpencil dan

sangat terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



(3)

(4)

2016, No.16

meliputi Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama
dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan rujukan tingkat
lanjutan.

Pendekatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berupa:

a. pendekatan program pelayanan kesehatan;

b. pengembangan pola pelayanan kesehatan;

c. ketersediaan Tenaga Kesehatan;dan

d. ketersediaan perbekalan kesehatan.

Pendekatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus didukung oleh sarana, prasarana,

dan peralatan kesehatan yang sesuai.
BAB II
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PEMERINTAH

Pasal 4

Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota memiliki tugas dan

tanggung jawab terhadap penyelenggaraan pelayanan

kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan terpencil

dan sangat terpencil.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4, Menteri melakukan:

a.

penetapan kebijakan dan program pelayanan kesehatan
di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan terpencil dan
sangat terpencil;

advokasi dan kerjasama dengan lintas sektor, Pemerintah
Daerah, swasta, dan/atau pemangku kepentingan
lainnya;

advokasi dalam mendorong kecukupan alokasi anggaran
kesehatan di tingkat provinsi/kabupaten/kota; dan
fasilitasi kegiatan pendidikan dan pelatihan Tenaga

Kesehatan.



